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Abstract: Local food systems face increasingly complex governance challenges that require 

collaborative mechanisms capable of integrating multiple stakeholders. Although Food Policy Councils 

(FPCs) have been widely developed as collaborative governance forums, existing studies on their 

success factors, implementation challenges, and contributions to local food system development remain 

fragmented and lack systematic integration. This study aims to examine the role of Food Policy Councils 

as collaborative governance mechanisms in local food system development through a Systematic 

Literature Review (SLR). The review followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines using articles indexed in the Scopus database. The literature 

search covered publications from 2015 to 2026 and identified 115 records. Following the screening 

process based on predefined inclusion and exclusion criteria, 30 articles published between 2018 and 

2026 were selected for analysis. The findings indicate that Food Policy Councils represent the most 

dominant collaborative governance model for local food system development. Their effectiveness is 

influenced by stakeholder participation, leadership, trust, representation, institutional support, and 

network partnerships, while the main implementation challenges include cross-sectoral coordination, 

limited funding, power imbalances, and resource constraints. Furthermore, Food Policy Councils 

contribute to strengthening food security, food democracy, sustainable food systems, social equity, and 

community resilience. This study contributes to the collaborative governance literature by proposing 

an Integrated Food Policy Council Governance Framework, which integrates collaborative governance 

factors with local food system development outcomes into a comprehensive conceptual model for future 

research and more collaborative food policy development. 

Keywords: Food Policy Council, collaborative governance, local food systems, food security, systematic 

literature review. 

 

Abstrak: Sistem pangan lokal menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks sehingga 

memerlukan mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. 

Meskipun Dewan Kebijakan Pangan (Food Policy Council/FPC) telah banyak dikembangkan sebagai 

forum tata kelola kolaboratif, hasil-hasil penelitian mengenai faktor keberhasilan, tantangan 

implementasi, dan kontribusinya terhadap pengembangan sistem pangan lokal masih tersebar dan belum 

terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Kebijakan Pangan 

sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sistem pangan lokal melalui 

pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian mengikuti pedoman Preferred Reporting 
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Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dengan menggunakan artikel ilmiah yang 

terindeks pada basis data Scopus. Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi periode 2015–2026 

dan menghasilkan 115 artikel. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, 

diperoleh 30 artikel yang dipublikasikan pada periode 2018–2026 untuk dianalisis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Dewan Kebijakan Pangan merupakan model tata kelola kolaboratif yang paling 

dominan dalam pengembangan sistem pangan lokal. Efektivitasnya dipengaruhi oleh partisipasi 

pemangku kepentingan, kepemimpinan, kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan 

kemitraan jaringan, sedangkan tantangan utama meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan 

pendanaan, ketimpangan kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, Dewan Kebijakan 

Pangan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan sistem 

pangan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan 

literatur collaborative governance melalui usulan Integrated Food Policy Council Governance 

Framework yang mengintegrasikan faktor-faktor tata kelola kolaboratif dengan outcome pengembangan 

sistem pangan lokal sebagai model konseptual bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan pangan 

yang lebih kolaboratif.konseptual bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan pangan yang 

lebih kolaboratif. 

 

Kata Kunci: Dewan Kebijakan Pangan, tata kelola kolaboratif, sistem pangan lokal, ketahanan pangan, 

tinjauan literatur sistematis. 

 

I.  Pendahuluan 

Sistem pangan global menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, 

urbanisasi, degradasi lingkungan, ketimpangan akses pangan, serta meningkatnya kerentanan 

rantai pasok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak lagi dapat dipahami 

semata sebagai isu produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola yang 

membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (Shalom 

et al., 2025). Sejalan dengan berkembangnya food systems approach, efektivitas sistem pangan 

semakin ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun koordinasi, partisipasi, 

dan pengambilan keputusan secara kolaboratif (Clark & Inwood, 2016). 

Dalam konteks tersebut, pengembangan local food systems dipandang sebagai salah satu 

strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, serta membangun 

sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi 

berbagai persoalan tata kelola, seperti fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, 

dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance 

menjadi semakin relevan dalam menjelaskan bagaimana pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, 

petani, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

kebijakan pangan (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015) 

Salah satu bentuk implementasi collaborative governance yang berkembang pesat adalah 

Food Policy Council (FPC), yaitu forum multipihak yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan 

pangan pada tingkat lokal maupun regional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa FPC 

berkontribusi terhadap peningkatan koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, ketahanan 
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pangan, food democracy, serta keberlanjutan sistem pangan (Ammons et al., 2021; Schiff et al., 

2022; Schmidt Rivera et al., 2023). 

Meskipun demikian, penelitian mengenai FPC masih menunjukkan beberapa keterbatasan. 

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pada konteks geografis tertentu, 

seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Australia, dengan fokus yang beragam, mulai dari 

food democracy, food justice, ketahanan pangan, hingga keberlanjutan sistem pangan (Ammons 

et al., 2021; Godrich, Doe, et al., 2025). Di sisi lain, kajian literatur yang telah dilakukan umumnya 

hanya memetakan perkembangan konsep atau karakteristik kelembagaan FPC tanpa 

mengintegrasikan secara sistematis hubungan antara model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor 

keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome yang dihasilkan (Schiff et al., 2022). Kondisi 

tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana FPC bekerja 

sebagai mekanisme collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis literatur yang mengintegrasikan 

berbagai temuan empiris mengenai Food Policy Council ke dalam satu kerangka analitis yang 

menjelaskan hubungan antara model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor keberhasilan, tantangan 

implementasi, dan outcome pengembangan sistem pangan lokal. Berdasarkan sintesis tersebut, 

penelitian ini mengusulkan Integrated Food Policy Council Governance Framework sebagai 

model konseptual yang menjelaskan keterkaitan faktor-faktor collaborative governance dengan 

efektivitas pengembangan sistem pangan lokal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Food Policy 

Council sebagai mekanisme collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal 

melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Secara khusus, penelitian ini berupaya 

mengidentifikasi model tata kelola yang berkembang, aktor yang terlibat, faktor-faktor 

keberhasilan, tantangan implementasi, serta outcome yang dihasilkan, sekaligus mengembangkan 

model konseptual yang dapat memperkaya literatur collaborative governance dan menjadi 

rujukan bagi pengembangan kebijakan pangan yang lebih kolaboratif. 

 

II. Literature Review 

2.1. Collaborative Governance in Food Systems 

Persoalan pangan semakin dipahami sebagai isu tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, 

kepentingan, dan sektor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, pendekatan collaborative 

governance banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dan aktor non-

pemerintah bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Collaborative 

governance menekankan proses pengambilan keputusan yang berbasis dialog, konsensus, dan 

keterlibatan multipihak (Ansell & Gash, 2008). Perspektif tersebut kemudian dikembangkan oleh 
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Emerson & Nabatchi (2015) yang menekankan pentingnya principled engagement, shared 

motivation, dan capacity for joint action sebagai fondasi keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks 

sistem pangan, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena tantangan pangan tidak dapat 

diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri dan memerlukan keterlibatan pemerintah, 

masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas lokal (Keegan et al., 2024; Lim, 2023; 

Mangnus et al., 2019; Shalom et al., 2025). 

2.2. Food Policy Council as a Collaborative Governance Mechanism 

Salah satu bentuk implementasi collaborative governance yang berkembang pesat dalam 

sistem pangan adalah Food Policy Council (FPC). FPC merupakan forum multipihak yang 

berfungsi sebagai ruang koordinasi, advokasi, dan perumusan kebijakan pangan pada tingkat lokal 

maupun regional. Scoping review yang dilakukan oleh Schiff et al. (2022)  menunjukkan bahwa 

Food Policy Council telah berkembang dari forum konsultatif menjadi institusi yang berperan 

aktif dalam pembangunan sistem pangan lokal. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa FPC 

berkontribusi terhadap penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, 

serta integrasi kebijakan pangan yang sebelumnya tersebar di berbagai institusi (Bellante et al., 

2022; Calancie et al., 2017; Godrich, Goodwin, et al., 2025; Prové et al., 2019). 

Dalam perkembangannya, Food Policy Council tidak hanya dipandang sebagai instrumen 

koordinasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong food democracy. Konsep ini 

menempatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prové et al. (2019) menunjukkan bahwa Food Policy Council mampu memperluas 

ruang partisipasi warga dalam tata kelola pangan lokal, sementara berbagai studi terbaru 

menemukan bahwa forum pangan multipihak berkontribusi terhadap peningkatan representasi 

kelompok masyarakat dalam proses penyusun(Schiller-Merkens & Degens, 2024)an kebijakan 

pangan (Farnsworth, 2017; Fears et al., 2021; Godrich, Doe, et al., 2025; Steyaert et al., 2025; 

Thompson et al., 2020). Dengan demikian, keberhasilan Food Policy Council tidak hanya diukur 

dari kemampuan menghasilkan kebijakan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan proses 

tata kelola yang inklusif dan partisipatif. 

2.3. Local Food System Development 

Literatur mengenai pengembangan sistem pangan lokal (local food system development) 

menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pangan tidak lagi diukur semata-mata dari peningkatan 

produksi pangan. Sistem pangan lokal juga dituntut mampu meningkatkan ketahanan pangan, 

memperkuat ketahanan komunitas, mendorong keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan 

keadilan sosial. Sadler et al. (2015) menunjukkan bahwa jaringan pangan lokal dapat menjadi 
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katalis perubahan kebijakan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi lokal, sedangkan 

Clark & Inwood (2016) menemukan bahwa penguatan distribusi pangan regional berkontribusi 

terhadap peningkatan kapasitas adaptif sistem pangan. Selain itu, Ammons et al. (2021) 

menunjukkan bahwa jaringan pangan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam menjaga 

akses pangan selama masa krisis, termasuk pada periode pandemi COVID-19 (Atoloye et al., 

2023). 

2.4. Research Gap and Review Questions 

Meskipun penelitian mengenai Food Policy Council terus berkembang, literatur yang ada 

masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada studi kasus 

di wilayah tertentu atau hanya menyoroti aspek-aspek tertentu seperti partisipasi, food democracy, 

ketahanan pangan, atau keberlanjutan secara terpisah (Ammons et al., 2021; Prové et al., 2019; 

Schiff et al., 2022). Akibatnya, masih terbatas kajian yang secara sistematis mengintegrasikan 

model tata kelola, komposisi aktor, faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome 

Food Policy Council dalam satu kerangka collaborative governance. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review untuk mensintesis berbagai temuan 

empiris dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Food Policy 

Council dalam pengembangan sistem pangan lokal. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic 

Literature Review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana Food Policy Council diposisikan dan diterapkan sebagai mekanisme collaborative 

governance dalam pengembangan sistem pangan lokal? 

2. Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas implementasi Food Policy Council dalam 

pengembangan sistem pangan lokal? 

3. Apa tantangan utama yang memengaruhi implementasi Food Policy Council sebagai 

mekanisme collaborative governance? 

4. Apa saja outcome yang dihasilkan Food Policy Council terhadap pengembangan sistem 

pangan lokal? 

5. Bagaimana hubungan antara faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome dapat 

disintesis ke dalam Integrated Food Policy Council Governance Framework? 

 

III. Research Methodologies 

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis 

peran Food Policy Councils (FPCs) sebagai mekanisme collaborative governance dalam 

pengembangan sistem pangan lokal. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, 

evaluasi, dan sintesis temuan penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman 
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yang lebih komprehensif mengenai perkembangan literatur pada suatu bidang kajian. Proses 

review mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA) yang banyak digunakan dalam penelitian berbasis sintesis literatur untuk 

meningkatkan transparansi dan replikasi penelitian (Page et al., 2021). Penggunaan SLR juga 

dinilai sesuai untuk mengidentifikasi pola tata kelola, bentuk kolaborasi, dan dinamika 

kelembagaan dalam studi sistem pangan yang berkembang secara multidisipliner (Andreola et al., 

2026; Schiller-Merkens & Machin, 2023). 

Data penelitian berasal dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Scopus. Basis data 

ini dipilih karena memiliki cakupan publikasi internasional yang luas dan banyak digunakan 

dalam penelitian systematic literature review. Penelusuran literatur dilakukan pada Juni 2026 

menggunakan kata kunci utama "Food Policy Council" dengan formulasi pencarian TITLE-ABS-

KEY ("food policy council") AND PUBYEAR > 2014, sehingga mencakup publikasi pada 

periode 2015–2026. Pencarian awal menghasilkan 115 artikel yang relevan dengan tema 

penelitian. Pemilihan Scopus didasarkan pada cakupan publikasi lintas disiplin yang relevan 

dengan kajian tata kelola pangan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik (Zollinger & 

Owen, 2026). 

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan PRISMA, yaitu identification, 

screening, eligibility, dan inclusion. Pada tahap identifikasi diperoleh 115 artikel dari hasil 

pencarian Scopus. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga 

sebanyak 55 artikel dikeluarkan karena tidak relevan dengan tema Food Policy Council, 

collaborative governance, dan pengembangan sistem pangan lokal. Tahap eligibility dilakukan 

terhadap 60 artikel menggunakan kriteria inklusi, eksklusi, dan quality assessment. Hasil seleksi 

menunjukkan bahwa 30 artikel memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis. Meskipun penelusuran 

literatur mencakup publikasi periode 2015–2026, seluruh artikel yang lolos seleksi dan memenuhi 

standar kualitas penelitian dipublikasikan pada periode 2018–2026. Artikel yang terbit pada 

periode 2015–2017 tidak dimasukkan ke dalam analisis karena tidak memenuhi kriteria inklusi 

dan quality assessment, terutama terkait relevansi terhadap fokus penelitian dan kelengkapan 

pembahasan mengenai Food Policy Council sebagai mekanisme collaborative governance. untuk 

menghilangkan artikel yang tidak relevan dengan tema tata kelola pangan, collaborative 

governance, dan pengembangan sistem pangan lokal. Sebanyak 55 artikel dikeluarkan pada tahap 

ini. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (eligibility) terhadap 60 artikel yang tersisa 

dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil proses tersebut 

menghasilkan 30 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Ringkasan proses 

seleksi artikel berdasarkan pedoman PRISMA disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. PRISMA Flow Diagram 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari 115 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, hanya 

30 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kualitas penelitian yang ditetapkan. Proses 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi yang tinggi 

terhadap tema Food Policy Council, collaborative governance, dan pengembangan sistem pangan 

lokal.  

Tabel 2: Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi 

Tahun Artikel Final 

2018 2 

2019 3 

2020 4 

2021 5 

2022 6 

2023 4 

2024 3 

2025 2 

2026 1 

 

Berdasarkan tabel distribusi artikel di aras, proses penelusuran literatur dilakukan terhadap 

publikasi yang terbit pada periode 2015–2026 sesuai dengan strategi pencarian menggunakan 

query PUBYEAR > 2014. Strategi tersebut menghasilkan 115 artikel yang selanjutnya melalui 
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tahapan screening, eligibility, dan quality assessment sesuai pedoman PRISMA. Setelah proses 

seleksi, sebanyak 30 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam 

analisis. 

Meskipun rentang pencarian mencakup publikasi tahun 2015–2026, seluruh artikel yang 

memenuhi kriteria akhir dipublikasikan pada periode 2018–2026. Tidak terdapat artikel yang 

diterbitkan pada periode 2015–2017 yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan quality 

assessment. Sebagian artikel pada periode tersebut dieliminasi karena tidak membahas Food 

Policy Council sebagai mekanisme collaborative governance secara eksplisit, tidak memiliki 

fokus pada pengembangan sistem pangan lokal, atau belum menyajikan temuan empiris yang 

memadai untuk proses sintesis. Temuan ini menunjukkan bahwa publikasi mengenai Food Policy 

Council dalam perspektif collaborative governance mulai berkembang secara lebih konsisten 

sejak tahun 2018, yang tercermin dari seluruh artikel yang lolos seleksi akhir berasal dari periode 

tersebut. 

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel dipublikasikan pada periode 2015–2026; 

(2) merupakan artikel jurnal yang telah melalui proses peer-review; (3) ditulis dalam bahasa 

Inggris; (4) membahas Food Policy Council atau mekanisme tata kelola pangan yang relevan; dan 

(5) memuat aspek tata kelola, kolaborasi, partisipasi pemangku kepentingan, atau pengembangan 

sistem pangan lokal. Sebaliknya, artikel yang berfokus pada nutrisi klinis, teknologi pangan, kimia 

pangan, atau tidak memiliki dimensi tata kelola dikeluarkan dari analisis. Penetapan kriteria 

tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian artikel dengan fokus penelitian pada tata kelola dan 

kolaborasi dalam sistem pangan lokal  (Godrich, Doe, et al., 2025). 

Untuk meningkatkan kualitas sintesis, setiap artikel yang lolos seleksi dievaluasi 

menggunakan quality assessment. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: (1) 

relevansi terhadap tema Food Policy Council; (2) keberadaan pembahasan mengenai tata kelola 

atau kolaborasi; dan (3) kejelasan temuan empiris yang dapat digunakan dalam proses sintesis. 

Hanya artikel yang memenuhi seluruh aspek tersebut yang dimasukkan ke dalam analisis akhir. 

Data dari artikel terpilih kemudian diekstraksi menggunakan lembar coding yang mencakup 

informasi mengenai tahun publikasi, lokasi penelitian, model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor 

keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome yang dihasilkan. Selanjutnya, data dianalisis 

menggunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan 

antarvariabel yang muncul dalam literatur. Hasil analisis digunakan untuk menyusun sintesis 

konseptual mengenai peran Food Policy Council sebagai mekanisme collaborative governance 

dalam pengembangan sistem pangan lokal serta untuk mengembangkan Integrated Food Policy 

Council Governance Framework yang diusulkan dalam penelitian ini. 
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IV. Result and Discussion 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur pada basis data Scopus menggunakan kata kunci 

Food Policy Council, diperoleh 115 artikel pada tahap identifikasi. Setelah melalui proses 

penyaringan sesuai pedoman PRISMA, sebanyak 30 artikel memenuhi kriteria inklusi dan 

dianalisis lebih lanjut. Artikel yang dipilih dipublikasikan pada periode 2018–2026 dan berasal 

dari berbagai negara, dengan dominasi penelitian dari Amerika Serikat, Jerman, Italia, Australia, 

dan beberapa studi lintas negara. 

Tabel 3. Karakteristik Studi yang Direview 

Karakteristik Hasil 

Database Scopus 

Artikel Awal 115 

Artikel Final 30 

Rentang Tahun 2018–2026 

Negara Dominan Amerika Serikat 

Metode Dominan Studi Kasus Kualitatif 

Fokus Dominan Food Policy Council dan Food Governance 

 

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memahami 

proses kolaborasi, dinamika kelembagaan, dan interaksi antarpemangku kepentingan dalam Food 

Policy Council. Temuan ini menunjukkan bahwa literatur mengenai Food Policy Council masih 

berfokus pada eksplorasi proses dan mekanisme tata kelola dibandingkan pengukuran dampak 

secara kuantitatif. Di sisi lain, dominasi penelitian dari negara-negara maju menunjukkan bahwa 

kajian mengenai Food Policy Council di negara berkembang masih relatif terbatas, sehingga 

membuka peluang penelitian lebih lanjut dalam konteks tata kelola pangan di negara-negara 

Global South. 

 

a. Food Policy Council sebagai Mekanisme Collaborative Governance 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa Food Policy Council merupakan model tata kelola 

kolaboratif yang paling dominan dalam literatur yang direview. Forum ini berfungsi sebagai 

wadah yang mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, petani, akademisi, sektor 

swasta, dan komunitas lokal dalam proses perumusan kebijakan pangan. 

Tabel 4. Distribusi Model Tata Kelola 
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Model Tata Kelola Frekuensi 

Food Policy Council 15 

Food Partnership/Network 4 

Collaborative Governance 2 

Food Governance 2 

Community Food Governance 1 

Food Roundtable 1 

Lainnya 5 

Temuan ini menunjukkan bahwa Food Policy Council telah berkembang menjadi bentuk 

kelembagaan yang paling banyak digunakan dalam tata kelola sistem pangan lokal. Berbeda 

dengan pendekatan birokratis konvensional, FPC menekankan proses deliberatif, koordinasi lintas 

sektor, dan partisipasi multipihak dalam pengambilan keputusan. 

Temuan tersebut mendukung teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell 

& Gash (2008), yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pencapaian konsensus sebagai elemen 

utama tata kelola kolaboratif. Namun demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa keberadaan 

forum kolaboratif saja tidak cukup menjamin keberhasilan tata kelola. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council lebih ditentukan oleh kualitas hubungan 

antaraktor dibandingkan desain kelembagaan formal semata. Dengan demikian, Food Policy 

Council dapat dipahami bukan hanya sebagai struktur organisasi, tetapi juga sebagai arena 

interaksi sosial yang menghasilkan kapasitas kolektif dalam menyelesaikan persoalan pangan. 

Menariknya, hasil sintesis menunjukkan bahwa model Food Policy Council tidak diterapkan 

secara seragam pada seluruh konteks kelembagaan. Studi-studi yang berasal dari Amerika Serikat, 

Kanada, dan beberapa negara Eropa umumnya menggambarkan Food Policy Council sebagai 

forum kolaboratif yang memperoleh dukungan formal dari pemerintah daerah sehingga memiliki 

legitimasi kelembagaan yang relatif kuat. Sebaliknya, beberapa studi pada konteks berbasis 

komunitas menunjukkan bahwa Food Policy Council lebih berkembang melalui inisiatif 

masyarakat sipil dan organisasi lokal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Food 

Policy Council tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk kelembagaannya, tetapi juga oleh kapasitas 

masing-masing konteks institusional dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor. 

 

b. Faktor Keberhasilan Implementasi Food Policy Council 

Analisis tematik menghasilkan enam faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas Food 

Policy Council. 

Tabel 5. Faktor Keberhasilan Food Policy Council 
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Faktor Frekuensi 

Partisipasi 7 

Dukungan Kelembagaan 6 

Kepemimpinan 5 

Representasi 5 

Kemitraan Jaringan 5 

Kepercayaan 4 

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam 

literatur. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Food Policy Council sangat bergantung 

pada kemampuan melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan agenda, pengambilan 

keputusan, dan implementasi kebijakan. Partisipasi tidak hanya menciptakan legitimasi, tetapi 

juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dihasilkan. 

Selain partisipasi, kepemimpinan muncul sebagai faktor penting dalam menjaga 

keberlangsungan kolaborasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu 

membangun visi bersama dan menjembatani perbedaan kepentingan memiliki peran sentral dalam 

menjaga efektivitas Food Policy Council. Temuan ini memperkuat pandangan Emerson dan 

Nabatchi (2015) bahwa kapasitas kolaboratif tidak dapat dipisahkan dari keberadaan aktor yang 

mampu memfasilitasi kerja sama. 

Kepercayaan dan dukungan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Menariknya, sejumlah 

studi menunjukkan bahwa kepercayaan sering kali berkembang melalui interaksi yang berulang 

dan keberhasilan kolaborasi sebelumnya. Dengan kata lain, kepercayaan tidak hanya menjadi 

prasyarat kolaborasi, tetapi juga merupakan hasil dari proses kolaborasi itu sendiri. Sementara itu, 

dukungan kelembagaan memberikan legitimasi, sumber daya, dan stabilitas yang diperlukan 

untuk mempertahankan keberlanjutan Food Policy Council. 

Hasil sintesis juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dukungan kelembagaan, 

kepemimpinan, dan keberlanjutan Food Policy Council. Berbagai studi memperlihatkan bahwa 

dukungan kelembagaan menyediakan legitimasi, sumber daya, dan stabilitas organisasi yang 

memungkinkan proses kolaborasi berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, 

kepemimpinan kolaboratif berfungsi mengonsolidasikan partisipasi dan membangun kepercayaan 

antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, efektivitas Food Policy Council tidak bergantung 

pada satu faktor tunggal, melainkan pada interaksi antara kapasitas kelembagaan dan dinamika 

sosial dalam forum kolaboratif. 

 

c. Tantangan Implementasi Food Policy Council 

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, Food Policy Council juga menghadapi sejumlah 
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tantangan yang dapat mengurangi efektivitas tata kelola. 

Tabel 6. Tantangan Implementasi Food Policy Council 

Tantangan Frekuensi 

Koordinasi 12 

Pendanaan 5 

Ketimpangan Kekuasaan 5 

Keterbatasan Sumber Daya 4 

Fragmentasi Kelembagaan 1 

 

Masalah koordinasi merupakan tantangan yang paling dominan dalam literatur. Keterlibatan 

banyak organisasi dengan tujuan dan prioritas yang berbeda sering kali menyebabkan kesulitan 

dalam menyelaraskan agenda bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar 

mempertemukan aktor dalam satu forum, melainkan juga membutuhkan mekanisme untuk 

mengelola perbedaan kepentingan. 

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan pendanaan dan sumber daya. 

Banyak Food Policy Council bergantung pada hibah proyek atau kontribusi sukarela sehingga 

menghadapi kesulitan dalam mempertahankan program jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keberlanjutan kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen aktor, tetapi juga oleh 

kapasitas organisasi untuk memperoleh dan mengelola sumber daya. 

Selain itu, ketimpangan kekuasaan masih menjadi isu yang sering muncul dalam berbagai 

studi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sumber daya lebih besar 

cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan 

ini memperkuat kritik terhadap collaborative governance yang menyatakan bahwa forum kolaboratif 

tidak selalu menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara. 

Analisis lintas studi menunjukkan bahwa tantangan koordinasi lebih sering muncul pada 

Food Policy Council yang melibatkan banyak organisasi dengan kewenangan formal yang berbeda, 

khususnya pada model yang memperoleh dukungan pemerintah daerah. Sebaliknya, Food Policy 

Council berbasis komunitas cenderung menghadapi tantangan yang lebih berkaitan dengan 

keterbatasan sumber daya dan pendanaan dibandingkan kompleksitas koordinasi birokrasi. Temuan 

ini menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan memengaruhi jenis tantangan yang dihadapi 

oleh Food Policy Council. 

d. Outcome Food Policy Council terhadap Pengembangan Sistem Pangan Lokal 
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Hasil sintesis menunjukkan bahwa Food Policy Council menghasilkan berbagai outcome yang 

berkontribusi terhadap pengembangan sistem pangan lokal. 

 

Tabel 7. Outcome Food Policy Council 

Outcome Frekuensi 

Ketahanan Pangan 13 

Demokrasi Pangan 7 

Keberlanjutan 6 

Keadilan Sosial 4 

Ketahanan Komunitas 2 

 

Ketahanan pangan merupakan outcome yang paling dominan. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa Food Policy Council berkontribusi terhadap peningkatan akses pangan, 

penguatan jaringan distribusi lokal, serta koordinasi kebijakan yang mendukung sistem pangan 

daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi utama Food Policy Council tidak terletak pada 

peningkatan produksi pangan secara langsung, melainkan pada penguatan kapasitas tata kelola yang 

mendukung sistem pangan secara keseluruhan. 

Selain ketahanan pangan, demokrasi pangan menjadi outcome penting yang banyak 

ditemukan dalam literatur. Melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan, Food Policy Council memperluas ruang partisipasi warga dalam tata kelola 

pangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pangan tidak hanya diukur dari 

ketersediaan pangan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan proses pengambilan keputusan yang 

inklusif. 

Outcome lain yang muncul adalah keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas. 

Menariknya, sebagian besar penelitian menempatkan Food Policy Council sebagai instrumen tata 

kelola yang memperkuat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis dan 

perubahan lingkungan. Dengan demikian, Food Policy Council tidak hanya menghasilkan manfaat 

sektoral pada bidang pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang lebih luas. 

Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa outcome yang dihasilkan Food Policy Council 

berkaitan erat dengan kombinasi faktor-faktor keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

Food Policy Council yang mampu membangun partisipasi luas, memperoleh dukungan 

kelembagaan, dan mempertahankan kemitraan lintas sektor cenderung menghasilkan outcome yang 
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lebih beragam, tidak hanya berupa peningkatan ketahanan pangan tetapi juga demokrasi pangan, 

keberlanjutan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, studi-studi yang melaporkan lemahnya koordinasi 

dan keterbatasan sumber daya umumnya menunjukkan capaian outcome yang lebih terbatas. 

 

e. Hubungan antara faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome terhadap 

Integrated Food Policy Council Governance Framework 

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa literatur terdahulu cenderung 

membahas Food Policy Council secara parsial. Sebagian penelitian berfokus pada partisipasi, 

sebagian lainnya pada food democracy, ketahanan pangan, atau keberlanjutan. Akibatnya, hubungan 

antara faktor-faktor tata kelola dan outcome yang dihasilkan belum banyak dibahas secara 

terintegrasi. 

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan Food Policy Council tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan forum kolaboratif, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial dan dukungan kelembagaan 

yang menopang proses kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur 

collaborative governance dengan menunjukkan bagaimana mekanisme tata kelola kolaboratif dapat 

menghasilkan berbagai outcome pembangunan melalui penguatan sistem pangan lokal. 

Gambar 2. Integrated Food Policy Council Governance Framework 

 

Hasil sintesis menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor collaborative governance 

bersifat saling memperkuat (mutually reinforcing), bukan berdiri sendiri. Partisipasi yang luas 

meningkatkan representasi dan legitimasi forum, sedangkan kepemimpinan kolaboratif berperan 

membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor. 
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Kepercayaan yang terbentuk selanjutnya memperkuat kemitraan jaringan, sementara dukungan 

kelembagaan menyediakan legitimasi formal, sumber daya, dan stabilitas organisasi yang 

memungkinkan Food Policy Council mempertahankan kolaborasi dalam jangka panjang. Temuan 

ini menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council merupakan hasil interaksi antara faktor-

faktor sosial dan kelembagaan, bukan ditentukan oleh satu faktor secara terpisah. 

Selain menunjukkan keterkaitan antar faktor, sintesis lintas studi juga mengindikasikan adanya 

variasi implementasi berdasarkan konteks kelembagaan. Studi-studi dari negara maju umumnya 

menekankan pentingnya dukungan kelembagaan formal dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga 

keberlanjutan Food Policy Council, sedangkan kajian dari negara berkembang masih relatif terbatas 

dan lebih banyak menyoroti tantangan kapasitas kelembagaan serta keterbatasan sumber daya. 

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan Integrated Food Policy Council 

Governance Framework yang menjelaskan bagaimana interaksi antara partisipasi, kepemimpinan, 

kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan kemitraan jaringan menghasilkan berbagai 

outcome, seperti ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan, keadilan sosial, dan 

ketahanan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur collaborative 

governance melalui penyajian model konseptual yang mengintegrasikan hubungan antar faktor tata 

kelola dengan outcome pengembangan sistem pangan lokal. 

 

V. Conclusion 

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Food Policy Council (FPC) sebagai mekanisme 

collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal melalui pendekatan Systematic 

Literature Review. Hasil sintesis terhadap 30 artikel menunjukkan bahwa Food Policy Council 

merupakan model tata kelola kolaboratif yang paling dominan dalam literatur sistem pangan lokal. 

Efektivitasnya ditentukan oleh interaksi antara partisipasi pemangku kepentingan, kepemimpinan, 

kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan kemitraan jaringan. Sebaliknya, tantangan 

utama yang dihadapi meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, ketimpangan 

kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama 

memengaruhi kemampuan Food Policy Council dalam menghasilkan berbagai outcome, seperti 

ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan sistem pangan, keadilan sosial, dan ketahanan 

komunitas. 

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan Integrated Food Policy Council Governance 

Framework, yang mengintegrasikan hubungan antara faktor-faktor collaborative governance dan 

outcome pengembangan sistem pangan lokal ke dalam satu kerangka konseptual. Model ini 

memperkaya literatur collaborative governance dengan menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy 

Council merupakan hasil interaksi antara dimensi sosial dan kelembagaan, bukan ditentukan oleh 
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satu faktor secara terpisah. Dari sisi praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi 

pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat dukungan kelembagaan, partisipasi, 

kepemimpinan kolaboratif, dan kemitraan lintas sektor sebagai prasyarat pengembangan sistem 

pangan lokal yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber data hanya berasal dari artikel 

yang terindeks pada basis data Scopus sehingga belum mencakup publikasi dari basis data lain. 

Kedua, sebagian besar studi yang direview berasal dari negara maju sehingga generalisasi temuan 

pada konteks negara berkembang perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, penelitian ini 

menggunakan pendekatan sintesis literatur sehingga hubungan antar faktor dalam model konseptual 

yang diusulkan belum diuji secara empiris. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji Integrated 

Food Policy Council Governance Framework melalui studi empiris dengan pendekatan kuantitatif, 

kualitatif, maupun mixed methods. Penelitian mendatang juga perlu memperluas cakupan literatur 

dengan memasukkan berbagai basis data ilmiah serta mengeksplorasi implementasi Food Policy 

Council di negara berkembang, termasuk Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang lebih 

kontekstual mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sistem pangan lokal. 
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